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ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan terhadap karya
hasil pemikiran manusia, termasuk hak cipta atas lagu/musik. Hak ekonomi dalam
hak cipta memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial berupa royalti.
Dalam konteks perkawinan, pendapatan dari royalti dapat dianggap sebagai harta
bersama, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Namun, regulasi yang ada tidak secara eksplisit mengatur pengalihan
hak ekonomi lagu/musik pasca perceraian, sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum. Perkara perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun yang menetapkan
pembagian royalti sebagai harta bersama mencerminkan ketidakharmonisan
aturan antara hukum perkawinan dan hukum hak cipta. Fenomena serupa juga
terjadi dalam kasus merek dagang "Ayam Goreng Ny. Subarti,” yang
menunjukkan kompleksitas pengakuan HKI sebagai harta bersama. Studi ini
bertujuan untuk menganalisis konsep hak cipta sebagai harta bersama pasca
perceraian, serta perlindungan hak ekonomi lagu/musik bagi musisi dalam
perceraian guna memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan
pasangannya.

Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori
kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori hermeneutika sebagai pisau
analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus
(case approach).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa,
secara normatif konsep lagu/musik tidak dapat menjadi harta bersama pasca
perceraian. Sebab utamanya adalah perbedaan sifat hukum kebendaan yang
dimiliki oleh hak cipta yang bersifat sui generis. Selain itu, prinsip hak moral
yang dimiliki oleh hak cipta membatasi kemungkinan lagu/musik menjadi harta
bersama pasca perceraian. Kemudian, sebagai bentuk upaya perlindungan hak
ekonomi lagu/musik dalam perceraian bagi musisi terdiri dari 2 (dua) langkah.
Pertama, sebagai langkah preventif dapat mengadakan perjanjian perkawinan
dengan pasangan yang mengatur kedudukan hak cipta dikemudian hari. Kedua,
sebagai upaya represif dapat melakukan gugatan sengketa hak cipta/harta bersama
di Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga. Meskipun penelitian ini memberikan
analisis terhadap celah regulasi dan menawarkan solusi hukum, terdapat beberapa
keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan
pendekatan normatif tanpa menyertakan data empiris. Kedua, akses terhadap
putusan pengadilan yang relevan masih terbatas, sehingga jumlah kasus yang
dapat dianalisis juga terbatas. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diharapkan
dapat mengkaji aspek empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai implementasi aturan dalam praktik.

Kata Kunci: Hak Ekonomi Lagu/Musik, Harta Bersama, Pengalihan Hak Cipta.



ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) protect creations of human intellect,
including copyright over songs/music. The economic rights in copyright allow
creators to obtain financial benefits in the form of royalties. In the context of
marriage, royalty income may be considered joint property, as stipulated in
Indonesian legislation. However, existing regulations do not explicitly govern the
transfer of economic rights over songs/music after divorce, leading to legal
uncertainty. The divorce case of Inara Rusli and Virgoun, which ruled that royalty
distribution falls under joint property, reflects the disharmony between marriage
law and copyright law. A similar phenomenon occurred in the trademark dispute
over "Ayam Goreng Ny. Suharti,” illustrating the complexity of recognizing IPR as
joint property. This study aims to analyze the concept of copyright as joint
property after divorce and the protection of economic rights over songs/music for
musicians in divorce cases to ensure legal certainty for creators and their
spouses.

To examine and address these issues, this research adopts a normative
legal research method, utilizing legal certainty theory, legal protection theory, and
hermeneutics theory as analytical tools. The study employs a statutory approach,
a conceptual approach, and a case approach.

Based on the analysis conducted, the researcher concludes that,
normatively, songs/music cannot be classified as joint property after divorce. The
primary reason lies in the distinct legal nature of copyright, which is sui generis.
Additionally, the moral rights principle inherent in copyright limits the possibility
of songs/music being considered joint property after divorce. Furthermore, efforts
to protect the economic rights of songs/music for musicians in divorce cases
involve two steps. First, as a preventive measure, couples may establish a
prenuptial agreement regulating the future status of copyright. Second, as a
repressive measure, copyright/joint property disputes may be brought before the
Religious Court and the Commercial Court. While this study provides an analysis
of regulatory gaps and offers legal solutions, certain limitations must be
acknowledged. First, this research employs a normative approach without
incorporating empirical data. Second, access to relevant court decisions remains
limited, restricting the number of cases analyzed. Therefore, further research is
expected to explore empirical aspects to gain a deeper understanding of the
practical implementation of these legal provisions.

Keywords: Economic Rights of Songs/Music, Joint Property, Assignment Rights.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang didapatkan atas kemampuan
intelektual manusia.! Suatu karya yang diciptakan atas kemampuan
intelektual manusia tersebut menciptakan sebuah perlindungan hukum yang
disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam dunia
internasional dikenal dengan Intellectual Property Rights (IPR). HKI adalah
hak yang diperoleh dari hasil pemikiran intelektual manusia di berbagai
bidang, yang menghasilkan sesuatu berupa proses atau produk yang berguna
bagi kehidupan manusia. Contohnya meliputi karya dalam ilmu pengetahuan,
seni, sastra, atau penemuan di bidang teknologi, yang merupakan buah dari
kreativitas manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Karya tersebut
memberikan hak kepemilikan kepada individu yang menciptakan atau
menemukannya.? Salah satu upaya perlindungan hukum HKI di Indonesia

adalah telah diratifikasinya perjanjian internasional yakni

! Jamadi, “Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara
Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi, Universitas Islam
Sultan Agung (2022), him.38.

2 Budi Santoso, HKI Hak Kekayaan Intelektual, (Semarang:Pustaka Magister, 2011), him.



Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPs).2
Salah satu perwujudan hasil ratifikasi tersebut adalah adanya regulasi dalam
berbagai bidang HKI salah satunya yaitu, Hak Cipta.

Saat ini, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Hak cipta adalah hak
eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Hak
eksklusif ini dimiliki sepenuhnya oleh pencipta karya, sehingga tidak ada
pihak lain yang dapat menggunakannya tanpa persetujuan atau izin dari
pencipta, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.> Masing-masing dari
hak tersebut menimbulkan hubungan kausalitas yang berdampak kepada
seorang pencipta karya.

Lagu/musik merupakan salah satu jenis ciptaan yang mendapatkan
perlindungan ekslusif berupa hak cipta. Keberadaan hak moral memberikan

perlindungan yang melekat secara abadi kepada musisi pencipta lagu untuk

¥ Bambang Kesowo, Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI), (Jakarta:Sinar Grafika, 2021). him. 102.

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

5> Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan
Film”, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 3 (2020).



menjaga orisinalitas/keaslian dari ciptaan tersebut. Kemudian hak ekonomi
memberikan manfaat finansial berupa diberikannya royalti kepada seorang
musisi pencipta lagu atas komersialisasi ciptaannya.

Mengingat hak ekonomi dari lagu/musik yang dapat memberikan
penghasilan berupa royalti kepada musisi, dapat dipahami bahwa ketika
seorang musisi telah terikat perkawinan maka pendapatan tersebut termasuk
sebagai harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri
selama masa perkawinan berlangsung meliputi benda bergerak berwujud
maupun tidak berwujud.® Namun, dalam konteks perceraian, UU Hak Cipta
ketentuan mengenai pengalihan hak ekonomi tidak secara tegas
mencantumkan pengalihan yang disebabkan oleh harta bersama. Hal ini
mengakibatkan adanya ketidakjelasan dan disharmoni dalam hukum.

Salah satu fenomena hukum yang cukup kontroversial adalah perkara
gugat cerai antara Inara Rusli dengan musisi Virgoun di Pengadilan Agama
Jakarta Barat dengan nomor perkara: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang telah
diputus pada November 2023. Salah satu amar putusan yang diberikan oleh
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah

menyatakan bahwa Inara Rusli selaku Penggugat mendapatkan harta bersama

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 jo. Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 91.



berupa 50% pendapatan bersih dari royalti dari 3 (tiga) lagu milik Virgoun
yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat.

Salah satu hal yang menarik dari amar putusan tersebut adalah tidak
diberikannya batas waktu royalti tersebut harus dibagi menjadi harta bersama.
Mengingat, royalti bisa timbul sewaktu-waktu meskipun ikatan perkawinan
telah berakhir. Berbeda halnya yang terjadi pada perkara gugat cerai PNS,
dimana mantan suami yang berstatus PNS wajib memberi nafkah sampai
mantan istri terikat perkawinan yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal memudahkan fokus permasalahan yang diteliti oleh
penyusun, terdapat contoh kasus yang memiliki fenomena serupa yaitu pada
kasus perceraian pasangan suami istri pemilik merek terdaftar “Ayam Goreng
Ny. Suharti”. Salah satu amar putusan perkara perceraian tersebut adalah
menetapkan penggunaan hak merek “Ayam Goreng Ny. Suharti” sebagai
harta bersama. Dilansir dari Liputan6, pada tahun 1992 Suharti (mantan istri)
pada akhirnya harus rela ketika mantan suaminya mengakuisisi semua rumah

makan “Ayam Goreng Ny. Suharti” dikarenakan merek tersebut terdaftar atas



nama mantan suaminya.” Akhirnya, Suharti mendirikan usaha rumah makan
baru dengan merek yang berbeda. Pada kasus tersebut, prinsip “first to file”
yang menjadi dasar kepemilikan hak merek mantan suami, menjadi hambatan
dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pada masa sebelumnya
pembagian HKI sebagai harta bersama senyatanya telah menimbulkan
masalah baru pasca perceraian.

Kembali pada topik utama serta fokus permasalahan yang dikaji oleh
penyusun, dalam hal ini pembagian hak cipta berupa hak ekonomi lagu/musik
sebagai harta bersama dalam perceraian perlu memperhatikan aspek-aspek
lain. Mengingat hak cipta yang didalamnya terdapat hak moral dan hak
ekonomi merupakan kebendaan yang bersifat sui generis dan melekat pada
diri Pencipta.® Jika meninjau kembali ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan”) dan
Kompilasi Hukum Islam ("KHI”) terkait harta bersama, tidak ditemukan
penjelasan mengenai maksud dan batasan tertentu mengenai harta benda.

Begitu pula dalam ketentuan UU Hak Cipta, tidak dijelaskan secara spesifik

"Liputan6.com,”Lika-Liku Dua Logo Ayam Goreng Ny. Suharti,”
http://bisnis.liputan6.com/read/752879/lika-liku-dua-logo-ayam-goreng-nysuharti,  diakses 24
November 2024.

8Agus Sardjono, "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," Technology
and Economics Law Journal, Vol. 1: No. 2, (2020) him. 125.



bahwa hak ekonomi suatu ciptaan merupakan objek harta benda yang
termasuk sebagai konsep harta bersama.

Lebih lanjut, UU Perkawinan dan KHI mengatur dalam hal
perselisinan terkait harta bersama diselesaikan pada pengadilan umum bagi
non-muslim, sedangkan bagi muslim melalui pengadilan agama. Dari segi
ketentuan UU Hak Cipta, pada ketentuan Pasal 97 menjelaskan bahwa apabila
terdapat sengketa terkait royalti sebagai salah satu pemanfaatan hak ekonomi,
maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan niaga.

Oleh karena itu, timbul isu permasalahan hukum baru apabila hak
ekonomi lagu/musik berupa royalti dapat dijadikan sebagai objek harta
bersama. Isu hukum tersebut diantaranya konsep lagu/musik sebagai harta
kekayaan dalam perkawinan, perlindungan hak cipta lagu/musik bagi musisi
yang dijadikan harta bersama dalam perceraian, dasar mekanisme pembagian
dari hak ekonomi lagu/musik yang dijadikan harta bersama, dan kompetensi
absolut dari perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan,
permasalahan hukum yang muncul dalam objek dan fokus penelitian ini
memerlukan solusi yang mampu memberikan kepastian hukum. Oleh karena

itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis konsep hak ekonomi



lagu atau musik sebagai harta bersama dalam konteks perceraian. Dengan

dasar tersebut, peneliti akan melaksanakan penelitian skripsi berupa kajian

yuridis dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Lagu/Musik

Atas Pengakuan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal

ini  penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut

sebagaimana berikut:

1. Apakah konsep harta bersama lagu/musik dalam perkara perceraian dapat
dijadikan sebagai harta bersama pasca peceraian?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak ekonomi lagu/musik bagi
musisi atas harta bersama dalam perkara perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kepastian hak ekonomi
lagu/musik yang dijadikan sebagai harta bersama pasca perceraian.

b. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum hak
ekonomi lagu/musik bagi musisi atas harta bersama dalam perkara
perceraian.

2. Manfaat Penelitian:



a. Penyusun berharap atas hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih berupa ilmu dan pengetahuan di bidang hukum terkhusus
berkaitan dengan Kekayaan Intelektual. Selain itu hasil dari penelitian
ini diharapkan dapat menjadi rujukan perngembangan hukum baik
untuk masyarakat maupun civitas akademika guna mengkaji berkaitan
dengan hukum hak cipta dan hukum perkawinan.

b. Penyusun berharap atas hasil penelitian dapat memberikan informasi
dan manfaat bagi para praktisi yang berkaitan dengan industri kreatif
terkhusus musisi dalam upaya melindungi hak ekonomi atas hak cipta
suatu lagu/musik yang telah diciptakan. Selain itu, penyusun juga
berharap hasil penelitian dapat dijadikan referensi oleh aparat penegak
hukum Indonesia dalam memberikan kepastian dan perlindungan
hukum terhadap hak ekonomi dari hak cipta lagu/musik para pelaku
industri kreatif.

D. Telaah Pustaka
Sebagai upaya mitigasi dalam menyusun skripsi, penyusun telah melakukan
pra-inventarisasi beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan maksud
dan tujuan guna menghindari kesamaan penelitian. Berikut penelitian-
penelitian yang relevan, diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam
Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak

Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek” karya dari Miftahul Haq,dkk, 2023.



Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kedudukan
hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil
penelitian tersebut menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual
(Intellectual Property Rights) merupakan obyek harta bersama dalam
perkawinan selama obyek dari harta bersama tersebut sudah jelas wujud
dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan),
telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis
yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa
perkawinan. Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di
Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian
maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri
sendiri. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah
objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada Hak
Kekayaan Intelektual secara umum, sedangkan dalam penelitian ini
berfokus pada hak ekonomi dari salah satu jenis Hak Kekayaan
Intelektual, yakni Hak Cipta.

. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam
Terhadap Pembagian Hak Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca
Perceraian” karya dari Nur Azizah, dkk, 2024. Penelitian tersebut
bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak royalti pasca percerian
ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa setelah perceraian, suami dan istri berhak
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memperoleh setengah dari harta bersama yang diperoleh selama
perkawinan, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Meskipun figh klasik tidak membahas konsep harta bersama secara
rinci, hukum positif Indonesia mengatur hal tersebut, dan hak tersebut
berlaku kecuali ada ketentuan yang berbeda dalam perjanjian
perkawinan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun perbedaan
penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah rumusan masalah yang
dikaji. Rumusan masalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada
hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada hukum

positif yang berlaku di Indonesia.

. Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak

Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam” karya dari
Titie Rachmiati Poetri, 2020. Tujuan dari penelitian tersebut adalah
untuk menganalisis kedudukan hak cipta dan hak atas merek yang
dihasilkan dalam perkawinan memenuhi syarat sebagai harta bersama
menurut hukum perkawinan Islam, bagaimana penyelesaian pembagian
hak cipta dan hak atas merek sebagai aset bersama dalam perceraian
Islam. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, hak
cipta dan hak atas merek sebagai benda tidak berwujud menjadi harta
bersama apabila hak tersebut dihasilkan dalam perkawinan, meskipun
hanya terdaftar atas nama salah satu pihak baik suami ataupun istri.
Kedua, apabila terjadi perceraian, maka royalti hak cipta dan hak atas

merek tersebut yang dapat menjadi objek pembagian harta bersama,
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yang mana royalti tersebut akan dibagi dua atau berdasarkan
pertimbangan peran dan tanggungjawab suami dan istri selama
perkawinan. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah teori
yang digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam rumusan masalah.

. Jurnal yang berjudul “Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti
Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan
Amerika Serikat” karya dari Umar Rizqullah dan Fokky Fuad, 2024.
Penelitian tersebut bertujuan mengkaji regulasi mengenai royalti
sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan
Amerika Serikat dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk
memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah.
Hasil temuan menunjukkan bahwa sementara di Indonesia dan
Malaysia mengakui royalti sebagai aset bersama berdasarkan hukum,
sedangkan di Amerika Serikat, sistem distribusi bergantung pada
hukum negara bagian. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah
sifat pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Penelitian
tersebut menggunakan pendekatan perbandingan, sedangkan pada
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual.

. Jurnal yang berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Sebagai
Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam” karya dari Arso,
2017. Tujuan dari penelitian tersebut adalah membahas tentang Hak

atas Kekayaaan Intelektual sebagai Harta Bersama menurut Hukum
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Islam dengan pendekatan teori maslahat dan rasa keadilan. Hasil dari
penelitian tersebut menyatakan ketentuan pembagian harta bersama
yang didasarkan KHI yang diberlakukan melalui Inpres No 1 tahun
1991, perlu ada penyempurnaan materi dan perubahan instrumen
hukumnya, khususnya berkaitan dengan HAKI sebagai harta bersama.
Adapun yang menjadi perbedaan dalam rencana penelitian ini,
penyusun menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian
hukum sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, kerangka teoritis membantu
peneliti memahami konteks norma-norma hukum dan memandu proses
analisis. Kerangka teoritis merupakan alat penting untuk menilai relevansi
aturan hukum yang digunakan dalam kajian ilmiah.® Berdasarkan hal tersebut,
penyusun telah memilih beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau
analisis dalam mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:
1. Teori Kepastian Hukum

Berkaitan dengan konsep kepastian hukum, Van Apeldoorn berpendapat
bahwa “kepastian hukum” memiliki dua sisi. Pertama, bagi para pihak
pencari keadilan perlu melihat suatu hukum secara konkret dan

kontekstual sebelum mereka berperkara. Kedua, guna para pihak tersebut

% Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 13.
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terhindar daripada kesewenangan hakim.!® Selaras dengan pendapat
tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum
sama halnya dengan kepastian orientasi. Dalam hal ini, orientasi diartikan
sebagai sebuah kejelasan rumusan norma, sehingga masyarakat yang
terdampak pada suatu peraturan dapat berpedoman dengan norma tersebut.
11

Sebelum suatu peraturan dirancang dan diundangkan, seyogyanya
harus dipastikan telah memiliki ratio legis serta kejelasan peraturan
tersebut. Kejelasan yang ingin dicapai bermakna bahwa suatu peraturan
tidak bersifat multitafsir dan saling tumpang tindih dengan peraturan yang
lain. Resiko dari suatu peraturan yang multitafsir dan tumpang tindih
tentunya akan menimbulkan suatu konflik norma yang berakibat pada
reduksi dan distorsi norma itu sendiri. Padahal kepastian hukum yang
sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan
sesuai dengan prinsip dan norma hukum.'? Konflik norma (conflict of
norm) merupakan permasalahan klasik dan sering terjadi pada suatu
negara yang menerapkan hukum positif, termasuk Indonesia.'® Asas-asas
Preferensi Hukum dalam pandangan Gert Frederick Malt dapat digunakai

sebagai metode dalam penyelesaian konflik norma yang mana terdiri dari:

101_J. van Apeldoorn, Pengantar Iimu hukum, (Jakarta, 1986), him. 129

11 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum:Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung:PT.
Refika Aditama, 2006), him. 85.

12 Sjti Halilah, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, Jurnal Hukum Tata Negara,
\ol. 4 No. 2, (Desember 2021), him. 62.

13 Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”,
Jurnal 1Imu Hukum, Vol. 15 No. 2, (Januari 2020), him. 208.
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a. Asas lex posterior derogat legi priori, bermakna bahwa aturan yang
baru mengesampingkan ketentuan yang sebelumnya;

b. Asas lex specialis derogate legi generali, bermakna bahwa aturan
yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat lebih umum;

c. Asas lex superior derogate legi inferiori, bermakna bahwa aturan yang
lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan ketentuan yang lebih
rendah hierarkinya.*

2. Teori Perlindungan Hukum

Dicermati secara terminologi, perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua)
terminologi yaitu perlindungan dan hukum. Merujuk pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kata Perlindungan” dimaknai sebagai sebuah
perbuatan untuk upaya keamanan, sedangkan kata “Hukum” memiliki
makna peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu, dapat
dipahami secara terminologis bahwa perlindungan hukum adalah upaya
dari pemerintah/penguasa untuk memberikan jaminan keamanan dengan
membentuk suatu peraturan.

Kemudian apabila melihat pendapat dari Philipus M. Hadjon, teori

perlindungan hukum diklasifikan dalam 2 (dua) macam bentuk berupa

14 Greg Frederik Malt, Methods For The Solution Of Conflict Between Rules In A System
Of Positive Law, (Amsterdam: Kluwer Law and Taxation Publisher Deventer/Boston, 1992).
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perlindungan hukum preventif dan represif.’> Apabila dimaknai lebih
lanjut, teori perlindungan hukum sejatinya berfokus pada upaya keamanan
dan keadilan bagi individu dan/atau kelompok yang ingin dicapai serta
menghindari sebuah tindakan yang merugikan atau tidak berkeadilan di
masa yang akan datang.

3. Teori Hermeneutika Hukum

Istilah "hermeneutika" (hermeneutics dalam bahasa Inggris) secara
etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata kerja herméneuein diartikan
sebagai "menafsirkan,” sedangkan kata benda herméneia memiliki arti
"penafsiran” atau “interpretasi."® Sebelum lebih jauh, perlu dipahami
bahwa terdapat perbedaan fundamental diantara teori penafsiran hukum
dengan teori hermeneutika hukum.*’

Hans Georg Gadamer mendefinisikan hermeneutika hukum adalah
hermeneutika filosofis yang berfokus pada aspek ontologis. Dalam hal
kajian akademis hukum, fokus analisa yang dilaksanakan secara

metodologis yang didukung oleh dasar-dasar filosofis. Sehingga dapat

5 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi
tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum
dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), him. 25.

6 Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, (Jogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), him. 14.

17 Fernando, Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945, (Depok: Kencana Prenada
Media, 2017), him. 41-42.
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dipahami pada aplikasinya bukan hanya analisis dari suatu pasal ke pasal
lainnya. Namun justru berfokus pada uraian filosofis terkait prasangka,
tradisi, sejarah dan seterusnya. *8

Lebih lanjut, Richard E. Palmer memandang “interpretasi” tersebut
sebagai proses hermeneutika, yang melibatkan pemahaman mendalam atas
teks hukum dengan mempertimbangkan konteks linguistik, historis, dan
sistem hukum. Hermeneutika hukum juga sering digunakan untuk
menganalisis teks dengan pendekatan lintas disiplin untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih komprehensif.t°

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum (legal research) atau dalam bahasa Belanda dikenal
dengan istilah rechtsonderzoek sama halnya dengan penelitian hukum
normatif (normative legal research).?’ Penelitian hukum normatif memiliki
karakteristik berfokus pada analisis kaidah peraturan perundang-undangan
atau putusan hakim yang hendak menemukan kebenaran antara kesesuaian

aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.

8 Fernando M. Manullang, “Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-
Georg Gadamer”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48:2, him.45.

19 Weruin,Atalim, “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum”, Jurnal
Konstitusi, Vol. 13 No. 1 (Maret 2016), him. 100.

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,cet. ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), him. 55.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif adalah proses analisis
sumber hukum yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi instan
pada proses pengambilan keputusan dan memvalidasi tindakan sebelum
melakukan tindakan tertentu. Fokus daripada analisis preskriptif dalam
penelitian hukum adalah ’know-how” bukan sekedar “know-about”.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun untuk mengkaji isu hukum dalam
skripsi adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan
menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang ditangani.?* Kemudian pendekatan konseptual
adalah bentuk kajian yang dilakukan peneliti melalui bahan hukum
sekunder untuk menemukan konsep yang ingin dicapai. Penyusun dalam
hal ini memperhatikan betul terkait keberadaan asas-asas hukum tertentu
yang mengatur terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang
diajarkan oleh Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky. Terakhir, pendekatan
kasus adalah bentuk analisis terhadap ratio decidendi, yaitu alasan-alasan
hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Sumber Data

133.

21 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-13, (Jakarta:Kencana, 2014), him.
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Pada penelitian hukum normatif data penelitian yang digunakan adalah
data sekunder.??. Guna mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, penyusun
telah mengumpulkan beberapa sumber-sumber penelitian yang terbagi
menjadi 3 (tiga), yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier sebagaimana dijelaskan dibawah ini:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan
mengikat.”® Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bahan
hukum primer sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4) Kompilasi Hukum Islam.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi terkait hukum yang
bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat autoritatif.?* Guna
mengkaji isu hukum yang disajikan penyusun, bahan hukum sekunder
yang akan dipakai diantaranya:
1) Buku llmu Hukum;

2) Jurnal Hukum;

22 Bahtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), him. 34.
23 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. him. 181.

24 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him. 181.
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3) Wawancara;
4) Media Cetak/Elektronik.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat
pendukung untuk mempermudah pemahaman bahan hukum primer
dan sekunder, diantaranya sebagaimana dibawah ini:

1) KBBI;

2) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data
Penyusun dalam hal melakukan pengumpulan data sebagai bahan kajian
isu hukum penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:

a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengkaji
informasi berupa dokumen-dokumen atau kepustakaan tentang hukum
yang dapat memberikan jawaban kepada peneliti. Dalam hal ini
berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, publikasi,
hasil penelitian terdahulu yang tertulis maupun elektronik.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan bersama narasumber yang dapat

memberikan pendapat atau memiliki keahlian yang relevan dengan
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permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun akan
melaksanakan wawancara dengan pakar di bidang Hukum Keluarga.
6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam rangka menelaah data-data yang
telah didapatkan dengan memberikan makna tertentu, baik yang bersifat
mendukung, menentang, mengkritik, maupun menambah yang kemudian
dapat digunakan dalam mengkerucutkan suatu kesimpulan terhadap
penelitian dengan dibantu oleh kerangka teori yang telah dikuasai.?®
Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

untuk digunakan sebagai rujukan dalam kajian isu hukum yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berfungsi sebagai penggambaran secara sistematis
berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian. Sistematika
pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana

dibawah ini:

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him. 126.



21

Bab pertama, pembahasan terkait pendahuluan yang tersusun

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua, pembahasan mengenai tinjauan umum terkait hak

cipta lagu/musik.

Bab ketiga, pembahasan mengenai gambaran umum terkait

konsep harta bersama dalam perceraian serta gambaran kasus posisi

objek penelitian.

Bab keempat, pembahasan mengenai Analisa hasil penelitian

konsep lagu/musik sebagai harta bersama pasca perceraian. Kemudian

dalam bab ini juga akan membahas bagaimana bentuk perlindungan

hukum atas hak ekonomi lagu/musik bagi musisi atas harta bersama

dalam perkara perceraian.

Bab kelima, pembahasan mengenai penutup. Pada bab ini akan

dipaparkan kesimpulan-kesimpulan terkait isu hukum yang dikaji dalam

penelitian. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan saran serta

evaluasi bagi permasalahan yang dikaji, yang mana diharapkan dapat

membawa manfaat menuju perubahan yang baik dan positif.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Lagu/Musik tidak dapat menjadi harta bersama pasca perceraian. Sehingga
dalam hal ini pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan No.
1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait lagu/musik sebagai harta bersama pasca
perceraian juga tidak tepat. Seyogyanya majelis hakim tidak berpandangan
secara positivistis, namun harus menggali secara normatif kaidah/prinsip
hukum yang terdapat dalam hak cipta. Sehingga dapat dipertimbangkan
aspek linguistik, sejarah, dan filosofis apabila terdapat celah kekosongan
hukum diantara UU Hak Cipta dan UU Perkawinan.

2. Bentuk perlindungan hukum hak ekonomi lagu/musik bagi musisi sebagai
harta bersama dalam perceraian terdiri dari upaya preventif dan upaya
represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan musisi (pencipta) adalah
mengadakan perjanjian perkawinan dengan pasangannya (suami/istri).
Muatan materiil dari perjanjian tersebut dapat berupa kesepakatan bahwa
apabila salah satu pihak pasangan mewujudkan ciptaan lagu/musik,
pasangan yang lain turut dianggap sebagai pencipta. Sementara itu upaya
represif yang dapat ditempuh bagi musisi adalah mengajukan gugatan atas
sengketa harta bersama di Pengadilan Agama dan/atau mengajukan

gugatan kepemilikan hak cipta di Pengadilan Niaga.

119
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B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang telah dipaparkan, maka

peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah untuk
melakukan revisi UU Perkawinan dengan memasukkan hak cipta atau hak
kekayaan intelektual pada umumnya sebagai objek harta bersama pasca
perkawinan. Kemudian melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta dengan
menegaskan kedudukan hak cipta sebagai harta bersama.

2. Bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan mahkamah agung
(PERMA) yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa hak
cipta sebagai harta bersama berikut dengan mekanisme pembagiannya. Hal
tersebut seyogyanya dapat digunakan untuk mengisi sejumlah kekosongan
hukum acara pada badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak
mendapatkan hak-haknya sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat,
biaya ringan.

3. Bagi musisi (pencipta) lagu/musik untuk mengadakan perjanjian
perkawinan dengan muatan materi kedudukan lagu/musik sebagai harta
bersama pasca perceraian. Sehingga apabila di masa depan perkawinan
putus karena perceraian dapat memberikan jaminan kepastian hukum
masing-masing pihak atas harta bersama.

C. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Dari segi metodologi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
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yang bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin
hukum, dan putusan pengadilan, sehingga belum mencakup perspektif
empiris dari hakim dan/atau pihak yang mengalami sengketa terkait hak
cipta dalam perkawinan. Selain itu, keterbatasan dalam sumber bahan
hukum menjadi tantangan tersendiri, mengingat hanya terdapat 1 (satu)
putusan pengadilan terkait sengketa hak cipta dalam perkawinan.
Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi kontribusi
penelitian ini dalam mengidentifikasi celah regulasi serta memberikan
dasar bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengembangkan kajian ini

dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.
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